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SALINAN PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Tlk
ZAl= ’

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Cerai Gugat antara:
Maryani binti Satulam, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kauman, RT/004
RW/002, Desa. Muara Langsat, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan
Singingi, Prov. Riau, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,

Subari bin Sukasban, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta Perabot, tempat kediaman di Dusun Kauman, RT/004
RW/002, Desa. Muara Langsat, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan
Singingi, Prov. Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juni
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari
Jumat tanggal 14 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Tlk
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 25
Maret 1999 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1419 H., yang dicatat oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. Benai, Kabupaten. Kuantan
Singingi, Prov. Riau, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
32/32/1v/1999, tanggal 11 Juni 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
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3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... ... ;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri
berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...

5. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah
tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan
Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang
melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis, tanggal 25 Maret 1999, dan di
catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Benai,
Kabupaten. Kuantan Singingi, Prov. Riau, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor: 32/32/1V/1999, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut
Tanggal 11 Juni 2019 M.

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus
Duda.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
bersama Penggugat dan tergugat yang terletak di Dusun Kauman, RT/004
RW/002, Desa. Muara Langsat, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, Prov.
Riau sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani
masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama:

RINI SUBARI Binti SUBARI, Umur : 20 Tahun

PRAYOGO SUBARI Bin SUBARI, Umur : 14 Tahun

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017, kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
yang penyebabnya adalah :

Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan Batin kepada Penggugat
selama 3 tahun sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari ditanggung
oleh Penggugat.

Bahwa tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah bersama
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Bahwa tergugat kalau marah sering berkata-kata kasar sehingga membuat
penggugat merasa tersakiti

Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik untuk penggugat.

Bahwa Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat
dari kedua belah pihak untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak
berhasil.

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan januari
2019 dimana tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama dan pengugat
pulang kerumah orang tua pengugat

7. Bahwa dikarenakan tergugat tidak pernah berada dirumah selama lebih kurang 5
Bulan, dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit
untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama
Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus
dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawainan, telah memenuhi
unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk
menyatakan gugatan perceraian ini di kabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
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Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUBARI Bin SUKASBAN)
kepada Penggugat (MARYANI Binti SATULAM) dengan segala akibat
hukumnya.
Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap
sendiri di persidangan sedangkan Tergugat dating menghadap di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass tertanggal 27
Juni 2019;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah
tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan
menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak
yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun
sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan
kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut

gugatannya;
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Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud
Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka
pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan
ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan
perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:210/Pdt.G/2019/PA.TIk
dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 8 Zulgaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag sebagai
Ketua Majelis, Niva Resna. S.Ag dan Syahrullah, S.H.l., M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8
Zulgaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Rahmad, S.H.l, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Niva Resna. S.Ag Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag
ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,
ttd

Rahmad, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  470.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Amir Jaya, S.H.I
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